
 

 
 

 
 
 

BUPATI BURU SELATAN 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BURU SELATAN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan 

Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buru Selatan; 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah     (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4878); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah di ubah 



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru 

Selatan; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru Selatan yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD 

dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 

DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. 

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 

Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk 

menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

 



13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 

orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 

14. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja 

atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan 

cacat. 

15. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat 

kecelakaan kerja berupa santunan kematian.  

16. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 

keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. 

17. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik 

daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.  

18. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan 

DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenangnya. 

19. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah 

Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya. 

20. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan 

setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak 

dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD 

untuk mendorong peningkatan kinerjanya. 

 
 

BAB II 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  

Pasal 2 

(1)  Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. jaminan kesehatan; 

b. jaminan kecelakaan kerja; 

c. jaminan kematian; dan 

d. pakaian dinas dan atribut. 

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : 

a. rumah negara dan perlengkapannya; 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 

c. belanja rumah tangga. 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : 

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 

b. tunjangan transportasi. 

(4)  Ketentuan mengenai besaran tunjangan kesejahteraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam 

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

 

 

 



 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru 

Selatan. 

 

 

  Ditetapkan di Namrole 

       pada tanggal 11 September 2017 

   BUPATI BURU SELATAN, 

         
        TAGOP SUDARSONO SOULISA 

 

 

Diundangkan di Namrole 

pada tanggal 11 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, 

    

 

 

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  TAHUN  2017 NOMOR 19 

 

PARAF KOORDINASI 

SEKDA  

SEKRETARIS DPRD  

ASISTEN II  

KEPALA BPKAD  

KABAG HUKUM  

 

 


